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EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Fakhri Ahmad Hamdani, Uning Pratimaratri1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : fakhrih23@gmail.com.pratimaratri@bunghatta.ac.id


ABSTRAK
The prevention of theft carried out by the West Pasaman Police Resort is based on the Police Law and Article 107 of the Plantation Law. Unauthorized harvesting is punishable by 4 years of imprisonment or a fine of 4 billion rupiahs. Palm oil is one of the main commodities in West Pasaman. Palm oil theft in West Pasaman Plantations from 2022 to 2024 tends to increase. The research problems are: (1) How effective is the police in preventing palm oil theft in West Pasaman Regency? (2) What obstacles are faced by the police in addressing the crime of palm oil theft? This study is a socio-legal research. To answer the problems, primary data in the form of interview results and secondary data in the form of criminal statistics were used. Data was obtained through semi-structured interviews and document studies. The collected data was analyzed qualitatively. Base on the research results, it was concluded that: (1) The handling of palm oil theft by the West Pasaman Police has not been optimal; (2) The obstacles faced by the police in addressing palm oil theft are internal and external factors. Internal factors include limited human resources and operational facilities and infrastructure. External factors are low public awareness and participation in reporting, acting as witnesses, and a permissive culture regarding palm oil theft. In addition, there are economic factors of the perpetrators as well as legal technical factors concerning evidence.
KataKunci: effectiveness; law enforcement; theft; palm oil


I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup tertib dan teratur. Namun, perbedaan kepentingan dan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat sering menimbulkan konflik, sehingga diperlukan hukum sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk

[bookmark: _bookmark0]1 Lasmadi, S., & Sudarti, E.(2023). Putusan Pidana Nihil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation,)

menyerasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan tindakan nyata guna menciptakan dan memelihara kedamaian dalam kehidupan masyarakat.1 Dalam konteks wilayah perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, tingginya nilai ekonomis hasil perkebunan serta luasnya area perkebunan yang sulit diawasi membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta merugikan pemilik  perkebunan.2  Tindak  pidana

[bookmark: _bookmark1]2 2 Ariyanti, V. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.

pencurian diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta secara khusus juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Meskipun telah terdapat berbagai peraturan dan aparat kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum secara preventif maupun represif, tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas kepolisian dalam penanggulangan pencurian kelapa sawit di Kabupaten Pasamann Barat?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh pihak	kepolisian	dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis efektivitas kepolisian dalam penanggulangan pencurian kelapa sawit di Kabupaten Pasamann Barat.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Untuk menjawab pertanyaan penulis menggunakan  data  primer  yang

diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secra kualitatif.
II. HASIL	PENELITIAN	DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas	Kepolisian	dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat

Efektivitas penegakan hukum menunjukkan tingkat keberhasilan suatu upaya dalam mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, efektivitas tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dari hasil nyata yang dicapai, seperti menurunnya angka kejahatan dan meningkatnya penyelesaian perkara. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Pasaman Barat tahun 2022–2024, jumlah kasus pencurian hasil perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari 57 kasus pada tahun 2022 menjadi 100 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat penyelesaian perkara justru mengalami penurunan dari 78,9% pada tahun 2022
menjadi 62,4% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perkara belum diimbangi dengan kemampuan penyelesaian perkara secara

optimal, sehingga efektivitas penegakan hukum masih belum sepenuhnya tercapai.3

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, kebudayaan, serta faktor ekonomi. Dalam praktiknya, kepolisian masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah perkebunan, minimnya sarana operasional, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong terjadinya pencurian.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, Kepolisian Resor Pasaman Barat telah melakukan langkah- langkah preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan perangkat nagari dan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun demikian, berbagai kendala di lapangan menyebabkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan secara optimal.

B. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat
Kendala Polres Pasaman Barat dalam Penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Pasaman antara laih:


[bookmark: _bookmark2]3 Hasil wawancara dengan Bripka Diki Hermanto selaku Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pasaman
1. 
Kendala internal meliputi: dukungan sarana dan prasarana terbatas jika dibandingkan dengan luas lahan yang ada, dukungan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kasus yang ditangani. Kurangnya barang bukti dan tidak adanya saksi.
2. Kendala eksternal meliputi: kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Korban enggan melaporkan, masyarakat juga tidak mau menjadi saksi. Masyarakat permisif karena alasan faktor ekonomi.

III. PENUTUP
A. Simpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus pada tahun 2022–2024 yang belum diimbangi dengan tingkat penyelesaian perkara, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Pasaman Barat belum mampu secara optimal menekan terjadinya pencurian. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor kebudayaan masyarakat. Keterbatasan personel menyebabkan tingginya beban kerja penyidik, sementara budaya permisif di sebagian masyarakat membuat norma hukum belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam bertindak.

B. Saran


Barat, pada tanggal 17 Januari 2026, jam 13.31 WIB.

Bagi Aparat Penegak Hukum (Polres Pasaman Barat), disarankan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan serta penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, diharapkan memberikan dukungan berupa penambahan personel, anggaran, dan fasilitas guna menunjang tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit.Bagi Masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan perkebunan serta bekerja sama dengan aparat kepolisian dengan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi.
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